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PERSETUJUAN PENETAPAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SERTA PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

KABUPATEN REMBANG,

bahwa dengan adanya perubahan terhadap asumsi
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja, yang
menyebabkan sisa lebih tahun sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun Anggaran
berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu
menetapkan Persetujuan Penetapan Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan
APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019,

. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b,

perlu persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara,;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;
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11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
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Memperhatikan
Menetapkan
KESATU
KEDUA
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal,;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang;

: 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Atas Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran pada tanggal 30
Juli 2019;

2. Pembicaraan-pembicaraan dalam Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang tanggal 30 Juli 2019,

MEMUTUSKAN:

. Persetujuan Penetapan Kebijakan Umum Perubahan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Serta Prioritas
Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2019.

Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum

KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Juli 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
KETUA,

MA KAMIL MZ



